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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGELOLAAN KEARSIPAN 



 
 
 
 

 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 

BADAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH 
SEKRETARIAT 

Nomor Standar Operasional 
Prosedur 

  900 / 01 / BKAD – 1 / 001 

Tgl Pembuatan   05 Februari 2026 

Tgl Revisi   - 

Tgl Pengesahan   05 Februari 2026 

Disahkan Oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Jambi 

 

 

Agus Pirngadi, S.Sos 

NIP. 19691215 199003 1 005 

Nama Standar Operasional 
Prosedur 

Pengelolaan Kearsipan 

Unit Penyusun Sekretaris, Subbagian Umum dan Keuangan 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang 
Kode Klasifikasi Arsip; 

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
Terintegrasi; 

5. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan 
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian 
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025; 

7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 

1. Pendidikan : minimal SMA/SMK/D3 

2. Pelatihan : Bimbingan Teknis Pengelolaan 
Kearsipan dan Jadwal Retensi Arsip 

3. Keahlian : memahami kode klasifikasi 
arsip dan penyusutan arsip sesuai Jadwal 
Retensi Arsip (JRA) 

4. Keterampilan : mengoperasikan komputer 
dan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan 

Dinamis (SIKD) 

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk, Surat Keluar, dan Tata Naskah 
Dinas; 

2. SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

3. SOP Pembinaan dan Disiplin Pegawai (Termasuk Presensi). 

1. Komputer/laptop; 

2. Printer; 

3. Alat Tulis Kantor (ATK); 

4. Boks/folder arsip; 

5. Rak/lemari arsip; 

6. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan 
Dinamis (SIKD); 

7. Jadwal Retensi Arsip (JRA). 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Apabila arsip tidak diklasifikasikan dan ditata sesuai kode klasifikasi 
arsip, penelusuran arsip di kemudian hari akan sulit dilakukan; 

2. Apabila penyusutan/pemusnahan arsip tidak sesuai Jadwal Retensi 
Arsip (JRA) dan tanpa persetujuan berjenjang, tindakan tersebut 
berisiko melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan. 

1. Daftar arsip aktif dan inaktif disimpan 
dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 

2. Data arsip diinput dan diperbarui dalam 
aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
(SIKD); 

3. Berita acara pemindahan/pemusnahan 
arsip diarsipkan sebagai bukti pelaksanaan. 



 



 



 
 
 
 
 
 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENATAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA 



 
 
 
 

 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 

BADAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH 
SEKRETARIAT 

Nomor Standar Operasional 
Prosedur 

  900 / 01 / BKAD – 1 / 001 

Tgl Pembuatan   05 Februari 2026 

Tgl Revisi   - 

Tgl Pengesahan   05 Februari 2026 

Disahkan Oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Jambi 

 

 

Agus Pirngadi, S.Sos 

NIP. 19691215 199003 1 005 

Nama Standar Operasional 
Prosedur 

Penataan Organisasi dan Tatalaksana 

Unit Penyusun Sekretaris, Subbagian Umum dan Keuangan 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025; 

4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 

1. Pendidikan : minimal S1 

2. Pelatihan : Bimbingan Teknis 
Kelembagaan, Penataan Organisasi, dan 
Ketatalaksanaan 

3. Keahlian : memahami analisis organisasi, 
tatalaksana, dan pedoman nomenklatur 
perangkat daerah 

4. Keterampilan : mengoperasikan komputer 
dan menyusun kajian kelembagaan 

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

2. SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

3. SOP Fasilitasi Advokasi Hukum. 

1. Komputer/laptop; 

2. Printer; 

3. Alat Tulis Kantor (ATK); 

4. Jaringan internet; 

5. Dokumen SOTK dan hasil evaluasi 
organisasi; 

6. Peraturan perundang-undangan terkait 
kelembagaan. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Apabila penataan organisasi dan tatalaksana tidak didasarkan pada 
evaluasi dan data yang memadai, struktur dan proses kerja berpotensi 
tidak efisien serta tidak sesuai kebutuhan riil organisasi; 

2. Apabila usulan perubahan struktur organisasi tidak dikoordinasikan 
dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah, usulan berisiko tidak 
dapat diproses lebih lanjut. 

1. Kajian dan hasil penataan 
organisasi/tatalaksana disimpan dalam 
bentuk softcopy dan hardcopy; 

2. Hasil penataan yang telah ditetapkan 
didokumentasikan dan disosialisasikan 
kepada seluruh unit kerja. 



 



 
 
 
 
 
 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI (TERMASUK PRESENSI) 
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Agus Pirngadi, S.Sos 

NIP. 19691215 199003 1 005 

Nama Standar Operasional 
Prosedur 

Pembinaan dan Disiplin Pegawai (Termasuk 
Presensi) 

Unit Penyusun Sekretaris, Subbagian Umum dan Keuangan 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025; 

6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 
38 Tahun 2024; 

7. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1781/SE/BKD-5.3/III/2022 

tentang Kedisiplinan Pegawai ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi 
Jambi; 

8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 

1. Pendidikan : minimal SMA/SMK/D3 untuk 
staf, S1 untuk pejabat struktural 

2. Pelatihan : Bimbingan Teknis Manajemen 
Kepegawaian dan Penanganan Kasus 
Disiplin ASN 

3. Keahlian : memahami peraturan 
perundang-undangan tentang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil 

4. Keterampilan : mengoperasikan komputer 
dan aplikasi presensi elektronik/kepegawaian 

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

2. SOP Usulan Mutasi, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Gaji Berkala; 

3. SOP Pengelolaan Surat Masuk, Surat Keluar, dan Tata Naskah 
Dinas. 

1. Komputer/laptop; 

2. Printer; 

3. Alat Tulis Kantor (ATK); 

4. Jaringan internet; 

5. Mesin/aplikasi presensi elektronik 
(fingerprint/face recognition); 

6. Aplikasi kepegawaian 
(SIMPEG/MySAPK/e-Kinerja BKN). 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Apabila presensi tidak direkap dan dimonitor secara rutin, 
pelanggaran disiplin tidak terdeteksi tepat waktu dan berpotensi 
memengaruhi perhitungan komponen disiplin dalam Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP); 

2. Apabila prosedur pemanggilan dan pemeriksaan tidak dilaksanakan 
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, keputusan 
hukuman disiplin berisiko dibatalkan atau digugat melalui upaya 
administratif oleh pegawai yang bersangkutan. 

1. Rekap presensi harian dan bulanan 
disimpan dalam bentuk softcopy dan 
hardcopy; 

2. Berita Acara Pemeriksaan dan berkas 
pembinaan disiplin diarsipkan pada berkas 
kepegawaian; 



 3. Salinan Surat Keputusan Hukuman 
Disiplin diinput ke dalam aplikasi 
SIMPEG/MySAPK. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
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Agus Pirngadi, S.Sos 

NIP. 19691215 199003 1 005 

Nama Standar Operasional 
Prosedur 

Pengelolaan Surat Masuk, Surat Keluar, dan 
Tata Naskah Dinas 

Unit Penyusun Sekretaris, Subbagian Umum dan Keuangan 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025; 

4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 

1. Pendidikan : minimal SMA/SMK/D3 

2. Pelatihan : Bimbingan Teknis Tata Naskah 
Dinas dan Kearsipan 

3. Keahlian : memahami format dan tata cara 
penyusunan naskah dinas sesuai 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 

4. Keterampilan : mengoperasikan komputer 
dan aplikasi tata naskah dinas elektronik 

KETERKAITAN SOP PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Pengelolaan Kearsipan; 

2. SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

3. SOP Publikasi dan Layanan Informasi Kehumasan. 

1. Komputer/laptop; 

2. Printer; 

3. Mesin fotokopi; 

4. Alat Tulis Kantor (ATK); 

5. Buku agenda surat masuk/keluar; 

6. Aplikasi tata naskah dinas elektronik; 

7. Lemari/filing cabinet arsip. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Apabila surat masuk tidak segera dicatat dan didisposisikan, tindak 
lanjut substansi surat berpotensi terlambat; 

2. Apabila naskah dinas tidak disusun sesuai format Permendagri 
Nomor 1 Tahun 2023, naskah dinas berisiko tidak sah secara 
administratif. 

1. Surat masuk dan surat keluar dicatat 
dalam buku agenda dan/atau aplikasi tata 
naskah dinas elektronik; 

2. Pertinggal/tembusan surat diarsipkan 
dalam bentuk fisik dan digital sesuai kaidah 
kearsipan. 



 



 



 


